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PERATURAN DAERAH
KOTAMADY A DAERAH TINGKAT Il CIREBON
NOMOR : 11 TAHUN1998

TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADY A KEPALA DAERAH TINGKAT H CIREBON

Menimbang abahwaddammgkammmgkatkmpehymm
kepada masyarakat, Pemerintah Dacrah telah
menyedukmmmadanprasmbagkebumhm
masyarakat yaitu Rumah Potong Hewan ;

b. bahwa keberadaan Rumah Potong Hewan dirasakan
. sangatmembanmdalamupayapengmdalmdm
pengawasan  keschatan  masyarakat veteriner,

- khnsusnyakcschatandagng(ﬁKotamadyaDmh

- ‘ danhd:atas,makakctenhnnyangmcngamr
‘ retribusi Rumah Potong Hewan periu ditetapkan
. dengan Peraturan Dacrah,




-
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Mengingat

. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tenta-ng;

Pembentukan Daerah-dacrah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah /
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 551) ;

. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan
Kesechatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2824),

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintah di Dacrah (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3037) ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daecrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977

tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan
Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara
Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3101) ;



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983
tentang Keschatan Masyarakat Veteriner (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3253) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3692) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171
Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan
Dacrah tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah ;

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor
555/Kpts/TN.240 /9 / 1986 tentang Syarat-syarat
Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan
Hewan ;



13.

14.

15.

16.

17.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor
557/Kpts/TN.520 /9 / 1987 tentang Syarat-syarat
Rumah Potong Unggas dan Usaha Pemotongan

Unggas ;

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 /
Kpts / TN.310 / 7 / 1992 tentang Pemotongan
Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil
Ikutannya ;

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306 /
Kpts / TN.330 / 4 / 1994 tentang Pemotongan
Unggas dan Penanganan Daging serta Hasil
Ikutannya ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Barat Nomor 15 / PD-DPRD-GR / 61 tentang
Penyerahan Urusan-urusan dalam  Lapangan
Kehewanan Kepada Daerah Tingkat I / Kotapraja
di seluruh Jawa Barat ;

Peraturan Dacrah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Barat Nomor 9 Tahun 1989 tentang Rumah Potong
Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan antar Daerah
Tingkat II di Jawa Barat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Dacrah Tingkat II Circbon.



. MEMUTUSKAN

| Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
) TINGKAT I CIREBON TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kotamadya Dacrah Tingkat II
Cirebon.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Cirebon.

c. Walikotamadya  Kepala  Dacrah  adalah
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Circbon.

d. Dinas adalah Dinas Peternakan Kotamadya Dacrah
. Tingkat II Cirebon.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan
* Kotamadya Daerah Tingkat II Circbon.
f. Pcjabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang Retribusi Dacrah sesuai  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
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. Badan adalah Suatu bentuk . .dan Usaha yang

meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau

‘daerah dengan nama dan bentuk apapun,

persckutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi
atau organisasi yang scjenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usaha lainnya.

. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah Suatu

Bangunan atau komplek bangunan dengan desain
dan syarat-syarat tertentu yang digunakan sebagai
tempat pemotongan hewan bagi konsumsi
masyarakat luas/umum.

Keschatan Masyarakat Veteriner adalah Segala
urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-
bahan yang berasal dari hewan yang secara
langsung atau tidak langsung mempengaruhi

keschatan manusia.

Pemotongan Hewan adalah Kegiatan untuk
menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan
hewan scbelum  dipotong, penyembelihan,
penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan
hewan setelah dipotong.

Usaha Pemotongan Hewan adalah Kegiatan yang
dilakukan olch perorangan atau Badan Usaha yang
melaksanakan pemotongan hewan di Rumah Potong
Hewan.

Daging adalah Bagjian-bagian hewan potong yang
disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang
lazim dimakan manusia. ’
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. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan dan

petugas lain yang ditunjuk pada Dinas Petemakan
untuk melakukan pemeriksaan hewan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi
adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan
yang yang menurut Peraturan Perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut dan pemotong
retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi
untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat
disingkat SKRD adalah Surat Ketentuan yang

menentukan besar jumlah retribusi yang terutang,

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat
disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan

tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
denda atau bunga.

. Pembayaran retribusi adalah' besarmnya kewajiban

yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi adalah
sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah

atauketcmpatlamyangdthmwkdmganbatas
wakiu yang ditentukan

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daecrah pada
Bank Jawa Barat Cabang Cirebon. '
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BABI
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Daersh ini adalah Mengatur pelayanan
Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah.

Tojumn dari Peratran Dacrah ini adalah Pengendalian dan
Pengawasan Keschatan Masyarakat Veteriner khususnya keschatan
daging.

Menghimpun Pendapatan Asli Dacrah dari Retribusi Rumah Potong
Hewan.

BAB I
KETENTUAN PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 3

Rumah Potong Hewan menyediakan jasa pelayanan berupa :

a. kandang penampungan hewan yang digunakan untuk istirahat
hewan scbelum dipotong ; :

b. tempat proscs pemotongan yang digunakan untuk memotong
hewan sampai menjadi daging ;

c. tempat pemyimpanan daging untuk proscs pelayuan sckurang-
kurangnya 8 jam sebelum diedarkan ;

d tempatpenwcianbahan—bahmasalhcwmwperﬁisipenﬂ,kaki
dan kepala ;

. tempat penimbunan hewan dan daging untuk mengetahui
prosentasc dari daging yang diperoleh dari pemotongan ;

f pelayanan pemeriksaan keschatan hewan scbelum dan sesudah

dipotong ;
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g pelayanan pemeriksaan laboratorium keschatan masyarakat
veteriner.

Rumah potong Hewan yang disediakan berdasarkan jenis hewan
yang akan dipotong :

a. rumah potong hewan sapi dan kerbau ;

b. rumah potong hewan kambing dan domba ;

c. rumah potong unggas ;
d. rumah potong hewan babi.

Pasal 4
Setiap pemotongan hewan untuk keperluan uszha dilaksanakan di
Rumah Potong Hewan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala
Daerah.
Setiap pemotongan hewan untuk keperluan upacara adat dan
keagamaan serta pemotongan sccara darurat  dilaksanakan
menyimpang dari ketentuan scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
harus mendapat ijin dari Kepala Dinas.

Pasal 5

Dﬂmgmemamkmdagingkcdmhkecualiataspeucmjuan
Kepala Dinas. '

Dagingyangdimaksudayat(l)pasalhihmusdipcﬁksaulzngdi
Rumah Potong Hewan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai syarat-syarat Rumah Potong Hewan mengikuti
peraturan perundangan yang berlaku.
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Pasal 7

Pemotongan hewan harus dilaksanakan menurut tata cara agama
Islam kecuali babi.

Setiap hewan yang akan dipotong harus diistirahatkan di kandang
penampungan sekurang-kurangnya 12 jam scbelum dilakukan
pemotongan dan harus diperiksa keschatannya oleh petugas
pemeriksa.

Tethadap hewan yang dinyatakan schat olch petugas pemeriksa
dapat dilaksanakan pemotongan paling lama 24 jam setclah hewan
diperiksa.

Jika hewan scbagaimana terscbut pada ayat (3) pasal ini tidak
dipotong maka hewan tersebut harus diperiksa ulang,

Pemotongan hewan yang berpenyakit atau tersangka berpenyakit
harus ditangguhkan.

Bagian-bagian hewan sctelah sclesai pemotongan harus segera
dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa.

Bagian-bagian daging yang dinyatakan baik dan memenuhi
persyaratan keschatan, diberi tanda dengan cap yang menggunakan
tinta yang tidak beracun.

Bagian-bagian daging yang dinyatakan tidak baik dan tidak
memenuhi persyaratan keschatan harus segera dimusnahkan.
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Pasal 8

Setiap orang yang melaksanakan pemotongan hewan di Rumazh
Potong Hewan harus berpakaian bersih dan tidak mempunyai
penyakit menular yang dinyatakan oleh surat ketcrangan dokter
pemerintah.

Surat Keterangan Dokter pemerintah scbagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini harus diperbaharui sctiap satu tahun sekali.

Setiap petugas Rumah Potong Hewan harus memelihara keschatan
dan mencegah adanya pencemaran terhadap daging.

Pasal 9

Dilarang memotong hewan besar betina bertanduk yang masih
produktif.

Dilarang membasahi daging yang akan dijual dengan air, membalur
dengan getah atau dengan cara lain semacam ity yang
mengakibatkan berubahnya keadaan daging.

BAB IV '
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 10 |

DqngmDacmhinidipmgmmm'busidengmm
retribusi Rumah Potong Hewan.
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(2) Obyek retribusi adalah pelayanan yaang disediakan berupa fasilitas
Rumah Potong Hewan dan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah
dipotong. '

(3) Subyek retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau

badan usaha yang menggunakan jasa pelayanan scbagaimana yang
dimaksud ayat (2) dalam pasal ini.

BABYV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAY AH PEMUNGUTAN
Pasal 11

(1) Rumah Potong Hewan dalam Peraturan Daerah ini di golongkan
kedalam retribusi jasa usaha.

(2) Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut di Daerah.
BAB VI
TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis
hewan dan frekuensi pemakaian tempat pemotongan hewan.
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BAB VI
PRINSIP DAN DASAR PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan adalah :

a. terjangkau oleh kemampuan pengguna jasa ;

b. Dapat menutup sebagian atau sama dengan biaya
penyelenggaraan Rumah Potong Hewan ;

¢. Mudah diketahui dan dihitung sendiri oleh pengguna jasa.

Sasaran penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan adalah :

a. sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah
Dacrah pada pengguna jasa ;

b. dengan tarif yang terjangkau akan menyadarkan pengguna jasa
memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan ;

¢. menunjang upaya pengawasan, pengendalian dan peningkatan
mutu pelayanan Pemerintah Daerah.

Penctapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan telah
memperhitungkan biaya-biaya yang meliputi :

biaya pembangunan ;

biaya pemotongan hewan ;

biaya pemeriksaan hewan

biaya perawatan ;

biaya administrasi.

oo P

Tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan secara nominal
untuk setiap objek.
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BAB VII

STRUKTUR TARIF DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah potong Hewan adalah
scbagai berikut : ‘
a. sapi, kerbau, babi  .......ccooiiiiiiiiinnn Rp. 10.000,-/ekor
b. kambing, domba  ........cccccceiiinnnen Rp. 1.500,-/ekor
C. UNZEAS  eeeereeeccecsscasiescennn Rp.  100,-/ckor

Retribusi pemeriksaan ulang dikonversikan dengan ayat (1) pasal ini.

Retribusi pemeriksaan laboratorium
Kesahatan masyarakat veteriner  ......c.oeeeeee Rp. 1.000,-/sample
BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi
Saerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Tata cara mﬁksmm pemungutan retribusi ditctapkan olch
Walikotamadya Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan
Menteri Dalam Negeri.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
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BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 16

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan

BAB X1
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB X1
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
scbesar 2 % (dva persen) setiap bulan dari refribusi yang terutang atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19
Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
whh«ﬁwnﬁm:wami&mgaxwdmu3mngtddxdﬁamﬂantkngm
menggunakan SKRD.
Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
Hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1x24 jam atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan
oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 20
Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
Sdhp;nmﬂmymandk&ht&ﬂmmtmkupmmﬁnmmm
Bentuk isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran
retribusi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Dacrah.

Pasal 21

" Retribusi Daerah yang dilakukan setelah masa waktu yang ditentukan,
maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2 %
(dua persen) dcngan menerbitkan STRD.
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BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sébagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera
setelah tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/
peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi
retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk.
Pasal 23
Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan

penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala
Daerah.

BAB XV
KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Walikotamadya Kepala Dacrah  dapat memberikan keringanan,
pmgutangandmpembebasanpadawajib retribusi.
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Keringanan, pengurangan dan pembebasan wajib retribusi dilakukan
jika dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan wajib
retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban.

Keringanan, pengurangan dan pembebasan dapat diberikan olch
Walikotamadya Kepala Dacrah jika adanya keberatan dari wajib
retribusi.

BAB XVI
KADALUARSA

Pasal 25

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah -
melampaui jangka waktn 3 (tiga) tahun terhitung scjak saat
terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindakan pidana di bidang retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal

ini tertangguh apabila : .

a. diterbitkan surat teguran ; :

b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

Pasal 26

Piutmgretﬁbﬂusitidakmmgkinditagihlagikmahaknnmk
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Walikotamadya Kepala Dacrah menetapkan Keputusan penghapusan
piutang Retribusi Dacrah yang sudah kadaluarsa sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini.

‘Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa

diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga
memgikankeuangandacrahdimcampidmakmmganpaﬁnglma
6(enam)bulanataudmdapalingbanyak4(empat)kalijunﬂzh
retribusi terutang.
Tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

BAB XVIl
PENYIDIKAN

Pasal 28

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah |
Daerah diberi wewenang khusus scbagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Rcuibpsi Dacrah.
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(2) Wewenang penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
adalah :

a.

e

Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
Manirﬂaketerangandanbahanbukﬁdariorangm‘badiatau
badan schubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi. :
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan tethadap bahan bukti tersebut.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

 penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.

Menyuruh berhenti, dan melarang sescorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan scdang berlangsung
serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen.
Memoh'etseorangyangberkaitandengantindakpidanzdi
bidang retribusi.

Memanggil 1 (satu) orang untuk didengar ketcrangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Menghentikan penyidikan.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana Retribusi Dacrah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan. -
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Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan
dimulainva penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada
penuntut umum, sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenaj tckhnis pelaksanaannya akan diatur kemudian
dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Dacrah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 1988 tentang Ketentuan Ijin Usaha Rumah
Potong Hewan / Unggas, usaha pemotongan hewan dan usaha
menjual daging dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Dacrah Tingkat II Circbon
tanggal 16 Februari 1989 Nomor 1 Tahun 1989 seri B Nomor 1)

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal - 30

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pcngtmdanganPeramranDaa'ahi:ﬁdenganpenempatmmyadalm
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Circbon.
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Ditetapkan di CIREBON
Pada tanggal 10 Agustus 1998
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH KOTAMADYA DAERAH DAERAH TINGKAT II CIREBON
TINGAKAT II CIREBON

KETUA,
ttd,
ttd,
H. SUNARYO HW, S.IP Drs. H LASMANA SURIAATMADJA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan

Surat Keputusan :
Nomor : 97432 -581
Tanggal 5 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
Nomor : 4 Tahun 1999

Tanggal : 9 Juni 1999
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&s H NAR YANA, MM
\Panb’m'a,létama Muda
"NIP. 010 054 063



